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Uang Persediaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Semarang Tahun 2021, perlu ditetapkan penggunaan 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 

2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 

Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 

Anggaran 2021, disebutkan bahwa untuk membantu 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan yang 

telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap 

upaya pencapaian target/ sasaran prioritas 

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga 

Berencana (Bangga Kencana) perlu diberikan dana 

berupa Bantuan Operasional Keluarga Berencana; 

b. bahwa agar dalam pelaksanaan program Pembinaan 

Keluarga Berencana melalui Dana Bantuan Operasional 

Keluarga Berencana dapat terlaksana dengan 

pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana 
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BUPATI SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK PROGRAM PEMBINAAN 

KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SEMARANG ' 

NOMOR Y 8 TAHUN 2021 

PROVINS! JAWA TENGAH 

BUPATI SEMARANG 



1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah 

Tingkat II Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II 

Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

dana Tambah Uang untuk Program Pembinaan Keluarga 

Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Semarang Tahun Anggaran 2021; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, 

disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang 

harus mendapat persetujuan Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah dan memperhatikan rincian 

kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan 

Dana Tambah Uang Untuk Program Pembinaan 

Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan 

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5080); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 3500); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan 

Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1769); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 4); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA 

TAMBAH UANG UNTUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 

BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 

Nomor 11); 

1 7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 

(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 

Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 46 

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 46); 

18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2020 Nomor 94); 



(1) Besaran dana Tambah Uang untuk program Pembinaan Keluarga 

Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 

adalah Rp952.328.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta tiga 

ratus dua puluh delapan ribu rupiah). 

(2) Dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

untuk: 

a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, KIE pengendalian Penduduk dan 

KB sesuai Kearifan Budaya, meliputi : 

BAB II 

DANA TAMBAH UANG 

Pasal 2 

yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi. 

sasaran audiens sekelompok dapat diukur diantara 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Semarang. 

4. Tambah Uang adalah pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan 

kegiatan yang bersifat mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan 

yang menurut sifatnya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat 

ditunda yang tidak dapat dicukupi dengan uang persediaan dan 

pembiayaan Langsung. 

5. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya 

mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur 

kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan 

hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. 

6. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya 

disingkat KIE adalah suatu proses intervensi 

komunikasi yang terencana yang menggabungkan 

pesan-pesan informasional, pendidikan, dan 

motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu 

perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang 



Pasal 3 

(1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang untuk program Pembinaan 

Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pada bulan Juni sampai 

dengan bulan Desember 2021. 

(2) Rincian dan jadwal penggunaan dana Tambah Uang sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) adalah : 

a. bulan Juni 2021 sebesar Rp323.998.000,00 (tiga ratus dua puluh 

tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) 

dengan rincian : 

1. Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga; dan 

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai 

Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga. 

b. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan 

Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah 

Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta 

Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. 

(3) Rincian dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 

a. Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi sarana KIE Program 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 

sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu 

rupiah); 

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai 

Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga sebesar Rp821.408.000,00 (delapan ratus dua puluh satu 

juta empat ratus delapan ribu rupiah); dan 

c. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Penggunaan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang sebesar Rp85.320.000,00 (delapan 

puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). 



1. Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi sarana KIE Program 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan 

ratus ribu rupiah); 

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai 

Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga sebesar Rp215.878.000,00 (dua ratus 

lima belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); 

dan 

3. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Penggunaan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang sebesar Rp85.320.000,00 (delapan 

puluh limajuta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). 

b. bulan Juli 2021 sebesar Rp121.410.000,00 (seratus dua puluh satu 

juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan 

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; 

c. bulan Agustus 2021 sebesar Rp120.650.000,00 (seratus dua puluh 

juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan 

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; 

d. bulan September 2021 sebesar Rp121.410.000,00 (seratus dua 

puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Sub 

Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; 

e. bulan Oktober 2021 sebesar Rp120.650.000,00 (seratus dua puluh 

juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan 

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; 

f. bulan November 2021 sebesar Rp121.410.000,00 (seratus dua 

puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Sub 

Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; 

dan 

g. bulan Desember 2021 sebesar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua 

juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Sub Kegiatan Penyediaan dan 

Distribusi sarana KIE Program Kependudukan Keluarga Berencana 

dan Pembangunan Keluarga. 



Salinan sesuai dengan aslinya 
~=ii::ls...t ALA BAGIAN HUKUM . -....;: 

.............. -..1.FJ~ RAH KABUPATEN SEMARANG, 
/, \ 

I \ 

SUKO MARDIONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR y8 

ttd. 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal o ) - o \a - 'l. o 1..1 

NGESTI NUGRAHA 

ttd. 

BUPATI SEMARANG, 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 01- olo - 1.o1..1 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Semarang. 

Pasal 4 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan 

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah 

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dinyatakan dengan surat 

pemyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

Pengguna dari pemyataan surat dengan dinyatakan 

(3) Apabila dana tambah uang tidak habis digunakan untuk pelaksanaan 

kegiatan pada bulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), maka sisa Tambah Uang harus disetor kembali ke 

Rekening Kas Umum Daerah, kecuali: 

a. kegiatan yang pelaksanaanya melebihi 1 (satu) bulan dan 


